
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 8 Ayat (1) dan (2) tentang Fungsi
dan Tugas Kaur Keuangan yang berimplikasi kepada
berubahnya Fungsi dan Tugas Kaur Keuangan;

Menimbang

BUPATIBALANGAN,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATIBALANGANNOMOR 8 TAHUN2017
TENTANGSUSUNAN ORGANISASIDANTATAKERJA PEMERINTAHDESA

TENTANG

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 8 TAHUN2019

BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN
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(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAKDesa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

(1) Kaur Keuangan memiliki fungi melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan kepala desa,
perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya serta
melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak pemerintah desa.

Pasal9

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI BALANGANNOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG SUSUNAN ORAGANISASIDAN TATA
KERJA PEMERINTAHDESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
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Salinan sesuai dengan aslinyattd ::.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II


